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Perihal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor: 131/PHP.GUB-XIX/2021 yang
Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2020 Nomor Urut 2.

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ANSAR AHMAD, S.E., M.M.
NIK : 2172021004640003
Kewarganegaraan - Indonesia
Alamat : KM .7 JI. Peralatan No. 03 Tanjung Pinang, RT. 003/RW. 004
Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur
Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
2. Nama - MARLIN AGUSTINA
NIK : 2171105508719001
Kewarganegaraan - Indonesia
Alamat : Rosedale Blok F No. 12, RT. 002/RW.010, Kelurahan Teluk Tering

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2020. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

RUDY ALFONSO, S.H., M.H. (NIA:
ROBINSON PAUL TARRU, S.H., M.H. (NIA:

Dr. ATANG IRWAN, S.H., M.Hum. (NIA

DASRIL AFFANDI, S.H., M.H. (NIA:

M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H. (NIA:

H. SARAFUDDIN ALUAN, S.H., M.H. (NIA:

MELISSA CHRISTIANES, S.H. (NIA:

ZUDY FARDY, S.H. (NIA:

AZVANT RAMZI UTAMA, S.H. (NIA:

BAGUS R.P. TARIGAN, S.H. (NIA : 16.00442)
FRENGKY RICHARD MESAKARAENG, S.H. (NIA : 16.01215)

STENLY SAHETAPY, S.H. (NIA : 17.02589)
YEREMIA VITO MATASAK. S.H., M.H. (NIA: :
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INDRA PRATAMA, S.H.
MARDONI, S.H.I,, S.H.
SEVNIL AZMEDI, S.H.

/ ACIH R
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(NIA : 19.03411)
(NIA : 16.03636)
(NIA : 02.10962)

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & LAW FIRM, yang beralamat dan berkantor di The
“H” Tower, 15 Floor , Suite G, JI. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan/ Telp.: (021) 29533215, Fax.
: (021) 29533216, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak unfuk dan atas nama Pemberi

Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai

PIHAK TERKAIT;

Dalam hal ini memberi Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 181/PHP.GUB-XIX/2021 yang
diajukan oleh PEMOHON atas nama ISDIANTO, S.Sos., M.M., dan SURYANI, S.E., Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 den

Selanjutnya disebut sebagai

an Nomor Urut 2 (dua).

PEMOHON;

LAWAN:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di JI. Basuki Rahmat 28-
30, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya disebut sebagai

Perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan KETERANGAN dengan uraian

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

TERMOHON;

sebagai berikut :

i

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor & Tahun 2020

tentang Tata Bercara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemil

han Gubernur, Bupati dan

Walikota (Selanjutnya disebut ‘PMK 6/2020") menyatakan, Rara pihak dalam perkara

perselisihan hasil Pemilihan adalah :
a. Pemohon;
b. Termohon; dan
c. Pihak Terkait.

Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (4) PMK 6/2020 menyatakan,
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ adalah pasangan c
Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasang

Pihak Terkait sebagaimana
alon Gubernur dan Wakil
En calon Walikota dan Wakil

Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan;
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3. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Gubernur dan

Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam pemilihan Gubernur dan
Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi

Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 128/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dengan Nomor
sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsl
132/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor U

Wakil Gubernur Provinsi
Wakil Gubernur Provinsi
Pemilihan Umum (KPU)
2020 tentang Penetapan
Urut 3 (tiga) (Bukti PT-1)
Kepulauan Riau Nomor:

rut Dan Daftar Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020

(Bukti PT-2);

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, TERMOHON : Komig
Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Rekapitulasi Hasil Pen

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wa

i Pemilihan Umum (KPU)
ghitungan Suara Pemilihan
Tahun 2020 sesuai Berita
Di Tingkat Provinsi Dari
kil Gubernur Tahun 2020

Provinsi Kepulauan Riau (MODEL D.Hasil Provinsi-KWK) dengan perolehan suara sebagai

berikut (Bukti PT-3):

S:It Nama Pasangan Calon Perplehan Suara
Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H.
1. Dan 183.317
Iman Sutiawan, S.E.
Isdianto, S.Sos., M.M.
2. Dan 280.160
Suryani, S.E.
Ansar Ahmad, S.E., M.M.
3. Dan 308.553
Marlin Agustina
TOTAL SUARA SAH 772.030

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provin
217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/X11/2020 tentang Penetapan Rekapitulas
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2
2020 Pukul 13.45 WIB telah menetapkan hasil Pemilihan Gut
Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut (Bukti PT-4) :

si Kepulauan Riau Nomor:
Hasil Penghitungan Suara
020 tertanggal 19 Desember
ernur dan Wakil Gubernur
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a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Nomor 1 atas nama Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H.,

dengan perolehan suara sebanyak 183.317 suara.

dan Iman Sutiawan, S.E.,

b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
Nomor 2 atas nama Isdianto, S.So0s., M.M., dan Suryani, S.E|, dengan perolehan suara

sebanyak 280.160 suara.

c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi K

epulauan Riau Tahun 2020

Nomor 3 atas nama Ansar Ahmad, S.E., M.M., dan Marlin Agustina dengan perolehan

suara sebanyak 308.553 suara.

Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagai PIHAK
TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 di Mahkamah Konstitus

Il. DALAM EKSEPSI

i Republik Indonesia;

A. MAHKAMAH KONTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil
Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perdlehan suara hasil pemilihan

yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

2. Bahwa pada Pasal 135 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 teptang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang|Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan :
1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud da

merupakan:

lam Pasal 134 ayat (1) yang

a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada

DKPP;

b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten/Kota; (Sebagamiana perubahan pada Pasal 1
c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan

35A UU 10/2016)

d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pa
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama

da ayat (1) huruf d diteruskan
1 x 24 (satu kali dua puluh

empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau

Panwas Kecamatan.

3. Bahwa apabila mencermati permohonan PEMOHON, pada pokokn
rinci keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan ol

a tidak menjelaskan secara
sh TERMOHON yang secara
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B. PERMOHONAN A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT/PEMOHON
STANDING

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hu
mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir has
dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sesuai de
undangan dengan alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undar
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomo

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-unda
10/2016"), yang menyatakan, Peserta pemilihan Gubernur

signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dalam pe milihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, melainkan
mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan dugaan pelanggaran pidana
pemilihan. Padahal dalam undang-undang, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang
disebutkan oleh PEMOHON telah diatur secara jelas dan tegas mengenai lembaga mana yang
berwenang untuk menyelesaikan atau memeriksa tiap-tiap pelan
pelangaran yang diuraikan oleh PEMOHON dalam permohorannya bukan merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 2 PMK 6/2020, dengan
demikian maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk
permohonan PEMOHON.

fokus PEMOHON hanya

ggaran tersebut. Sehingga

memeriksa dan mengadili

TIDAK MEMILIKI LEGAL

um (legal standing) untuk
pemilihan Calon Gubernur
ngan peraturan perundang-

g-undang Nomor 10 Tahun
r 1 Tahun 2015 Tentang
mor 1 Tahun 2014 Tentang
ng (Selanjutnya disebut “UU
dan Wakil Gubernur dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghltungén suara dengan ketentuan :

“Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (¢

6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan pe
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu
suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang dite

Bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
Penduduk dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan

Jua juta) jiwa sampai dengan
olehan suara dilakukan jika
koma lima persen) dari total
apkan oleh KPU Provinsi”.

berdasarkan Data Jumlah
Riau Tahun 2020 adalah

sejumlah 2.242.198 (dua juta dua ratus empat puluh dua riITu seratus sembilan puluh

delapan) jiwa. Sehingga perbedaan perolehan suara antara
TERKAIT adalah maksimal sebesar 1,5% dari total suara sah ha
akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2(

PEMOHON dengan PIHAK

il penghitungan suara tahap

20.

Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi pe

nghitungan suara pemilihan
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yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau

Nomor:  217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/X11/2020  tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020
tanggal 19 Desember 2020, Pukul 13.45 WIB adalah sebagai berjkut :
No. NairaiRasanaanicalen Perolehan Presentase
Urut g Suara P?rolehan Suara
Dr. H.M. Soerya
1 Respationo, S.H., M.H. 183.317 23.74%
Dan
Iman Sutiawan, S.E.
Isdianto, S.Sos., M.M.
2 Dan 280.160 36,29%
Suryani, S.E.
Ansar Ahmad, S.E., M.M.
3. Dan 308.553
Marlin Agustina R
TOTAL SUARA SAH 772.030

Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 di atas, jumlah perolehan suara
PIHAK TERKAIT adalah 308.553 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) suara,
sedangkan PEMOHON adalah 280.160 (dua ratus delapan pulu ribu seratus enam puluh)
suara. Dengan demikian syarat batas maksimal PEMOHON untuk mengajukan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% X 772.030 suara = 11.580 (sebelas ribu lima ratus
delapan puluh) suara, sedangkan selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON

adalah 28.393 (dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan p

dengan 3,68%. Dengan demikian tidak memenuhi syarat Pasa

10/2016 Jo. PMK 6/2020.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Pilkadz

konsisten menerapkan Pasal 158 UU 10/2016 terkait pembat
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili pe

luh tiga) suara atau sama
| 158 ayat (1) huruf b UU

serentak terdahulu telah
asan bagi Pasangan Calon
rkara perselisihan perolehan

suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan

hukum Mahkamah Konstitusi salah satunya dalam putusan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Goron
44/PHP.GUP-XV/2017 sebagai berikut :

verkara Perselisihan Hasil
talo Tahun 2017 Nomor:
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[3.1] Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016
dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili
perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota |serentak 2017, Mahkamah
berpendapat dan perlu menegaskan :

bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 1 58
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubghan Atas Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perherintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap
Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan penguji | konstitusionalitasnya yang
oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015,
telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58 UU-XI1I/2015, bertanggal 9
Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat
bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang
sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama
etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2018, Mahkamah menyatakan,
antara lain, “(3.19] ... bahwa tidak semua pemb;asan serta merta berarti
bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin
pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebear;san orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan (demikian dapat dibenarkan
menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamabh,
pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan
hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan
hukum terbuka pembentuk Undang- Undang untuk menentukannya sebab
pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk
mengukur signifikansi perolehan suara calon’.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-X/II/201L, Mahkamah menyatakan,
antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1b dan ayat (2) UU 8/2015
sesungguhnya merupakan bagian dari upaya p mbentuk Undang-Undang
mendorong terbangunnya etika dan sekaligus b daya politik yang makin
dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan ‘norma Undang-Undang di
mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Remilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hJsil pemilihan ke Mahkamah
Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar’.
(Halaman 151-152 huruf a)

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada
paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:
bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak
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mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab
mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya Fengan menentang putusan
dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-
XI11/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 \sebagaimana telah diubah
dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan
keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan
Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (in casu UU 10/2016)
dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan
Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal
24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang
hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang
melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadan /a oleh Konstitusi, in casu
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mjhkamah sedang menjadi
pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo.
Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang dengan
dalih menegakkan keadilan substantif lalu ‘memaksa’} Mahkamah untuk, di satu
pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan |argumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat
menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas ~peradilan (judicial
accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair,
yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang dite tukan dalam Pasal 158 UU
10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah,
padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-
tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan a quo.
(Halaman 154-155 huruf b)

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
berpendapat, meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Gorontalo Tahun 2017, namun PEMOHON tidak memenuhi ketentuan
pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan
Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi
TERMOHON dan eksepsi Pihak Terkait bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) beralasan menurut hukum; (Halaman 159)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon
Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pr | insi Kepulauan Riau Tahun
2020, namun permohonan PEMOHON tersebut tidak memenuhi embang batas syarat selisih
perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, |sehingga PEMOHON tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukah permohonan perselisihan
perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pr vinsi Kepulauan Riau Tahun

2020. Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim
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C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan nenyatakan permohonan
PEMOHON tidak dapat diterima.

Bahwa dalil permohonan PEMOHON dalam perkara No: 131/PHP.GUB-XIX/2021 sebagaimana
disampaikan dalam perbaikan permohonan tanggal 29 Desember 2020 sangatlah tidak jelas,
cermat dan lengkap dalam menguraikan objek permohonan dihubungkan dengan alasan-alasan
dan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan bukti, sehingga tidak | mempengaruhi penetapan
perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa dalil permohonan PEMOHON yang diuraikan dalam butir A sampai dengan N halaman 7-
22 proses dan prosedurnya adalah kewenangan Bawaslu (Badan Perlgawas Pemilu) berdasarkan
Pasal 145 sampai dengan 152 UU No. 10/2016, dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus
menolak memeriksa dan mengadili perkara a quo karena tidak ada proses yang belum
terselesaikan oleh Bawaslu maupun Gakkumdu.

Bahwa uraian permohonan PEMOHON tentang adanya dugaap pelanggaran-pelanggaran
pemilihan yang didalilkan terjadi di kota Batam sebagaimana diuraikan dalam permohonan
PEMOHON butir A, B, C, E, F, G, H, |, J tidak berdasarkan fakta dan hukum, karena faktanya
justru PEMOHON lah yang memperoleh suara terbanyak di Kota Batam. PIHAK TERKAIT Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina justru
hanya memperoleh suara terbanyak ketiga di Kota Batam, yaitu memperoleh 110.980 (seratus
sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh) suara, dibandingkan d ngan PEMOHON sebanyak
143.799 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara.

a menyatakan adanya janji
ribu) RT/RW di 7 (tujuh)
jelas, cermat, dan lengkap
or tersebut dan lagipula hal
tersebut merupakan program kerja yang belum terjadi, sehingga tidak didapatkan korelasi
langsung janji memberikan sepeda motor tersebut dengan perolghan suara pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina.

memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluf
Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau adalah dalil yang tida

Bahwa dall PEMOHON pada butir B halaman 7 - 8 yang ada pokoknya menyatakan
TERMOHON mempersulit PEMOHON untuk menggunakan hak piliinya adalah dalil yang tidak
jelas, cermat, dan lengkap karena undangan untuk melakukan penco hlosan bukanlah satu-satunya
syarat untuk dapat melakukan pemilihan, pemilih dapat melakukan pemilihan dengan datang

langsung ke TPS dengan membawa KTP tanpa harus memiliki undangan.

Bahwa dalil PEMOHON pada butir C halaman 8 yang pada pokoknyd menyatakan adanya pemilih
misterius dalam DPT adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena alamat yang

tercatat dalam A.3-KWK bukanlah menunjukan adanya pemilih mi terius lagipula alamat dalam
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10.

1.

12.

form A.3-KWK tersebut diperoleh oleh TERMOHON dari data kependutukan yang telah ditetapkan
dalam DPT.

Bahwa dalil PEMOHON pada butir D halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON
tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih adalah dalil yang tidak jelas,
cermat, dan lengkap karena PEMOHON tidak menguraikan berapa banyak pemilik suara dalam
pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang tidak termuat di dalam DPT.

Bahwa dali PEMOHON dalam butr E halaman 9 - 10 yang pada pokoknya menyatakan
TERMOHON sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih adalah
dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena PEMOHON tidak dapat menguraikan dan
membuktikan fakta tersebut terjadi di daerah mana dan di TPS berapa dan lagipula undangan
bukanlah satu-satunya syarat untuk memilih. Jika memang tidak mendapat undangan, pemilih
dapat langsung datang ke TPS dengan membawa dan menunjukan KTP kepada petugas di TPS,
serta tidak ada hubungan yang signifikan antara tidak adanya undangan dengan perolehan suara
yang didapat oleh pasangan nomor urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina.

Bahwa dalil PEMOHON dalam butir F halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON
sengaja tidak secara benar mensosialisasikan bahwa pemilin dapat memilih dengan hanya
menunjukan KTP. Hal ini adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena sosialisasi
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau bukan saja semata-mata tugas
dari TERMOHON, tetapi ada juga peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dimana Gubernur
Provinsi Kepulauan Riau yang aktif saat pemilihan adalah PEMOHON, dengan demikian jika
dirasa terjadi kekurangan dalam sosialisasi maka ada kesalahan PEMOHON.

Bahwa dalil PEMOHON dalam butir G halaman 10 — 11 pada pokoknya menyatakan pemasangan
DPT oleh PEMOHON tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak
jelas, cermat, dan lengkap karena pemasangan DPT tidak ada fhubungannya dengan hasil
perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pravinsi Kepulauan Riau tahun
2020.

Bahwa dalii PEMOHON dalam butir H halaman 11 - 12 pada pokoknya menyatakan adanya
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON beserta petugas pelaksana pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020| yang menguntungkan salah
satu calon adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap kargna PEMOHON mendalilkan
kejadian-kejadian dan keterlibatan Walikota Batam yang menguntungkan pasangan Nomor Urut 3,
Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina tidak beralasan dimana pasangan Nomor Urut 3,
Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina mengalami kekalahan di Kota Batam dan
PEMOHON adalah pemenang di Kota Batam, dengan demikian |tidak ada hubungan peran
Walikota Batam dengan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Guberpur Provinsi Kepulauan Riau
untuk daerah pemilihan Kota Batam.

Bahwa dalil PEMOHON dalam butir | halaman 12 - 14 pada pokoknya menyatakan kecurangan-
kecurangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batam adalah dalil yang tidak jelas, cermat,
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13.

14.

15.

16.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, jelas lah bahwa dalil per
adalah tidak jelas atau obscuur libel. Dengan demikian adalah patut apa
dinyatakan tidak dapat diterima.

dan lengkap karena peran ASN dalam pemilihan Gubernur dar

Kepulauan Riau tahun 2020 bukanlah tanggung jawab TERMOHON,

yang dilakukan ASN sudah ada ketentuan hukum yang mengaturnya
langsung kepada ASN tersebut serta lagipula saat pemilihan Gul

Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang menjabat sebagai Gubernu
atas jabatannya tersebut PEMOHON adalah pembina ASN di seluru
jika terjadi pelanggaran oleh ASN maka PEMOHON lah yang harus be

Bahwa dalil PEMOHON dalam butir J halaman 14 - 15 pada pokokn
kecurangan dilakukan oleh Tim Paslon 3 antara lain memakai atribut
praktik politik uang atau money politic, pemberian bantuan Program K
terjadi ada ketentuan yang mengatur secara khusus bag

Wakil Gubernur Provinsi
quod non ada pelanggaran
endiri dan sanksinya adalah
ernur dan Wakil Gubernur
r adalah PEMOHON dimana
h Provinsi Kepulauan Riau,
rtanggung jawab.

a menyatakan kecurangan-
kampanye Paslon 3 di TPS,
eluarga Harapan (PKH) jika
pgimana memproses  atau

menindaklanjutinya yaitu dengan adanya temuan atau laporan kepada Bawaslu atau Gakkumdu

(Penegak Hukum Terpadu), sepanjang tidak ada proses tersebut, m
tidak benar dan ilusioner.

Bahwa dalii PEMOHON dalam butir K halaman 15 - 17 pada pok
intimidasi dari Tim Sukses Paslon 3 kepada pemilih adalah dalil y2
lengkap karena PEMOHON tidak jelas menguraikan kejadian terset
terhadap berapa orang yang terintimidasi.

Bahwa dalil PEMOHON dalam butir L dan M halaman 17 - 18 {
kecurangan di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang yang mer
atau money politic adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap K
menguraikan kejadian tersebut kapan dan dimana serta terhadap be
politic.

Bahwa dalil PEMOHON dalam butir N halaman 18 - 21 pada pokokny!

pka dalil PEMOHON adalah

oknya menyatakan adanya
ng tidak jelas, cermat, dan
ut kapan dan dimana serta

ada pokoknya menyatakan
yatakan adanya politik uang
arena PEMOHON tidak jelas
apa orang terjadinya money

a menyatakan kecurangan di

Kabupaten Bintan yaitu adanya mempersulit pemilih adalah dalil ying tidak jelas, cermat, dan

lengkap karena PEMOHON hanya mendalilkan satu kejadian saja se
tentu tidak secara signifikan mempengaruhi hasil pemungutan sua
Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.

lll. DALAM POKOK PERMOHONAN

ingga satu kejadian tersebut
ra pemilihan Gubernur dan

mohonan PEMOHON a quo

bila permohonan PEMOHON

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan |
hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TER

"EMOHON, kecuali terhadap
CAIT.
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2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Kepulatian Riau Tahun 2020 yang
terdiri dari : Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Pilkada Provinsi Kepulauan Riau, Pilkada Kota

Batam, Pilkada Kabupaten Bintan, Pilkada Kabupaten Karimun, Pilkada

Kabupaten Lingga, Pilkada

Kabupaten Natuna dan Pilkada Kabupaten Anambas, telah diselenggarakan sesuai dengan tahapan

dan Prosedur, berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil

partisipasi

PEMOHON pun mengakui keberhasilan penyelenggaraan (TERMOHON)
Tahun 2020 dan PIHAK TERKAIT telah

dengan tingkat

pemilih yang cukup baik yaitu 68,35% presentase partisipasi pemilih tahun 2020
dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 55,29% presentase partisipasi pe milih. PIHAK TERKAIT dan

mengikuti

dalam pelaksanaan Pilkada
prosedur berdasarkan ketentuan undang-

undang, dan seluruh peraturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilukada.

3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan

agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa
bantahan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT menyusunnya dengar
PEMOHON terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan P

sebagaimana terurai di bawah ini :

jali PEMOHON dan dalil
mengutip dalil permohonan
HAK TERKAIT satu persatu

A. Dalil PEMOHON Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Pencoblosan Di Kota Batam

Hal/
Poin

DALIL PEMOHON

BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT

7IA1

Dalil PEMOHON terkait Paslon Nomor 3
melalui media massa telah berjanji akan
memberikan 1 (satu) unit sepeda motor
kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT dan RW
di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi
Kepulauan Riau.

Bahwa jika dihitung keseluruhan RT dan
RW tersebut sebanyak 9.910 jiwa se-
Provinsi  Kepulauan  Riau  secara
keseluruhan adalah Tim Pemenangan
Paslon Nomor 3 yang tersebar menjadi
Ketua dan Anggota KPPS seluruh
Provinsi Kepuauan Riau dan jika dikali 2
dengan para istri RT dan RW tersebut
dengan jumlah suara 19.820 jiwa angka
kecurangan tersebut;

Bahwa tidak benar dalii PEMOHON yang
menyatakan Paslan Nomor 3 melalui media
massa telah berjanji akan memberikan 1 (satu)
unit sepeda motar kepada 10.000 (sepuluh
ribu) RT dan RW [di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota
pada Provinsi Keplilauan Riau karena faktanya
pembagian tersebut merupakan program kerja
PIHAK TERKAIT yang belum terlaksana. Yang
lebih aneh lagi, PEMOHON menghubungkan
program tersebut dengan perkalian perolehan
suara sebesar 19.820 (sembilan belas ribu
delapan ratus |dua puluh) jiwa angka
kecurangan yang fidak rasional sehingga dapat
disimpulkan bahwa dalil ini hanyalah ilusioner
dari PEMOHON semata.

Fakta tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau, oleh Bawaslu sudah
dilakukan klarifikasi dan telah dinyatakan
bahwa tidak ditemukan pelanggaran.

Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut
haruslah ditolak dan dikesampingkan.

71A.2

Bahwa TERMOHON sengaja meloloskan
tim sukses Paslon Nomor 3 menjadi

Bahwa tidak bepar dall PEMOHON yang
menyebutkan TERMOHON sengaja
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(5
AL W

Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti
Ketua dan anggota KPPS se-Kota Batam;

meloloskan tim $ukses Paslon Nomor 3
menjadi  Penyeleniggara Pemilihan ~ Umum,
seperti Ketua dah anggota KPPS se-Kota
Batam karena semua Ketua KPPS dan
anggota KPPS telah dipilih sesuai dengan
prosedur dan keteptuan hukum yang berlaku,
kemudian tidak ada satupun dari ketua KPPS
dan anggota KPPS yang merupakan tim
sukses Paslon Nomor 3.

Tidak ada hubungan yang signifikan antara
perolehan suara P[HAK TERKAIT dengan dalil
PEMOHON, faktahya justru PEMOHON lah
yang memperoleh| suara terbanyak di Kota
Batam yaitu sebanyak 143.799 suara dan
PIHAK TERKAIT |hanya memperoleh suara
terbanyak ketiga atau sebesar 110.980 suara.

Dengan demikian| dall PEMOHON tersebut
haruslah ditolak dan dikesampingkan.

7/A3 | Bahwa ketua KPPS dari TPS 70 | Bahwa tidak berar dali PEMOHON yang
Bengkong Sadai yang bernama Amrizal | menyebutkan ketua KPPS dari TPS 70
adalah Tim Pemenangan dari Paslon | Bengkong Sadai atas nama Amrizal adalah Tim
Nomor 3; Pemenangan darilPaslon Nomor 3, hal mana
dibuktikan dengan SK tim sukses Paslon
Nomor 3 tidak tercantum nama Sdr. Amrizal.
(Bukti: PT-5)
Dengan demikian| dalil PEMOHON tersebut
haruslah ditolak dan dikesampingkan.
7/A4 | Bahwa adanya OTT pembagian bantuan | Bahwa tidak benar dali PEMOHON yang

PKH dari Kementerian  Sosial yang
dimanfaatkan Tim Paslon Gubernur dan
Wakil Gubernur  Kepri  No. Urut 3
berkampanye ke masyarakat yang
menerima bantuan PKH tersebut
dengan  memberikan  alat  peraga
kampanye Paslon Gubernur dan Wakil
Gubernur No. Urut 3 Ansar Ahmad-Marlin
Agustina. Tempat kejadian di rumah
Ketua RT Ibu Terminah beralamat di RT
002/RW 003, Kel. Pelita, Kec. Lubuk
Baja, Kota Batam;

menyatakan pembagian bantuan PKH dari
Kementerian Sosfal dimanfaatkan Tim Paslon
No. urut 3 Gubernur dan Wakil Gubernur
Kepulauan Riau.| Hal ini dapat dibuktikan
dengan adanya laporan dari pihak PEMOHON
kepada Bawaslu akan tetapi  fidak
ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak
memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.
Sebagaimana bukti Pemberitahuan  Status

Laporan (Formul

r Model A.17) yang pada

pokoknya menyatakan laporan yang diberikan

tidak memenunhi
pemilhan. (Bukti :

unsur-unsur
PT-6)

pelanggaran
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Dengan demikian
haruslah ditolak da

dalili PEMOHON tersebut
n dikesampingkan.

B. Dalil PEMOHON Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Saat Pencoblosan

pemilih untuk Menggunakan Hak Pilihnya,
seperti di TPS 011 Kelurahan Kijang
Kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten
Bintan, ada satu keluarga sebanyak 4
(empat) orang terdata di A.A.2- KWK,
akan tetapi pada saat pencoblosan tidak
mendapat undangan atau C6 pada saat
hari pencoblosan. Setelah keluarga
tersebut datang di TPS Pencoblosan
kemudian  dipersulit ~ dengan  cara
diarahkan ke TPS 12 dan sampai di TPS
12 mereka ditolak karena tidak terdaftar di
TPS 12 tersebut dan kemudian disuruh ke
TPS 11, akan tetapi ketika sampai di TPS
11, Ketua KPPS meminta foto dari KTP
asli dan setelah itu malah kembali
meminta fotokopinya. Setelah keluarga
tersebut berhasil menyerahkan dokumen
yang diminta, Ketua KPPS malah
kembali meminta Kartu Keluarga asli dan
setelahnya masih  kembali meminta
fotokopi Kartu keluarga sehingga terjadi
keributan oleh keluarga tersebut. (Catatan:
4 (empat) orang anggota dari keluarga
tersebut adalah Bpk. Zulkifli, Ny. Rusita,
Ny. Suci Cahayati, dan Bpk. Wahyu Abdul
sidik).

Kepulauan Riau

Hal/ BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK

Poin DALIL PEMOHON ERKAIT

7-8 Adanya upaya penghalangan penggunaan | Bahwa  undangan  untuk  melakukan

/B.1 Hak Pilh oleh TERMOHON secara | pencoblosan bukanlah satu-satunya syarat
Terstruktur, Sistematis, dan  Masif | untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan
dimana  adanya upaya mempersulit | Gubernur dan Wakil Gubernur  Provinsi

hun 2020 karena pemilih

dapat melakukan | pemilihan dengan datang

langsung ke TP

dengan membawa dan

menunjukan KTP|dan mencocokan dengan
daftar pemilih tanpa harus memiliki undangan.

Akan tetapi apabil

TPS 12 sementara

tidak terdaftar,

pemilih tersebut datang ke
di DPT yang bersangkutan
maka TERMOHON wajib

menolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9

ayat (2) Peraturan

Perubahan Atas

KPU No. 18/2020 tentang
°KPU No. 8/2018 Tentang

Pemungutan Suara dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubern
dan/atau
berbunyi: “hak p
pada ayat (1) han
yang berada di Ru
Warga (RW) / s
alamat yang terte
keterangan.”

Bahwa terhadap
baik di TPS 11 m
Kota Kec. Bintan
saksi Pasangan G
acara Model C.KV
seluruh saksi P
PEMOHON (Bukt

Dengan demikian
haruslah ditolak da

Walikota/Wakil

ur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Walikota  yang
ih sebagaimana dimaksud
ya dapat digunakan di TPS
kun Tetangga (RT) / Rukun
ebutan lain sesuai dengan
ra dalam KTP-el atau surat

persoalan yang dimaksud,
aupun TPS 12 Desa Kijang
Timur Kab. Bintan, seluruh
alon menandatangani berita
VK, tidak ada keberatan dari
asangan Calon termasuk
PT-7 dan PT-8)

dalii PEMOHON tersebut
n dikesampingkan.
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AL

C. Dalil PEMOHON Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Dan Saat Pencoblosan

Hal/
Poin

DALIL PEMOHON

BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK
TERKAIT

8/C.1

Bahwa TERMOHON yang bertindak tidak
netral telah memanfaatkan proses
pembuatan DPT untuk kepentingan
Paslon Nomor 3;

Bahwa dalil PEMOHON tidak jelas dan tidak
berdasar  karena PEMOHON tidak
menguraikan  bagaimana  memanfaatkan
proses pembuatan DPT untuk kepentingan
PIHAK TERKAIT| Penetapan DPT sudah
melalui proses | pemutakhiran data dan
melibatkan semud pasangan calon termasuk
PEMOHON hadir ¢lalam rapat penetapan DPT
dan tidak ada Keberatan sebelumnya dari
PEMOHON, dengan demikian DPT yang
digunakan dalam| pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur |Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Terhadap persoalan DPT seharusnya tidak
relevan untuk didalilkan oleh PEMOHON,
PEMOHON selaku Gubernur Kepulauan Riau
atau incumbent fadalah penanggung jawab
atas proses pemutakhiran DPT sehingga tidak
relevan apabila |persoalan yang dimaksud
seolah-olah untuk menguntungkan PIHAK
TERKAIT.

Dengan demikian dalii PEMOHON tersebut
haruslah ditolak dan dikesampingkan.

8/C.2

Bahwa adanya pemilih misterius dalam
DPT yang telah dibuat oleh TERMOHON
seperti di dalam A.3-KWK yang terdapat
pada Kelurahan Kampung Seraya,
Kecamatan Batu Ampar diketahui di
alamat Palm Hill Blok D No. 21, 23, 26,
27, dan 28, sementara alamat tersebut
hanya sampai 19 blok saja. Inilah suatu
hal yang merupakan pelanggaran yang di
lakukan  oleh TERMOHON  dalam
menyiapkan DPT pada <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>